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ABSTRACT

The Online Counter is one of the public service counters located at the Sleman
Regency Land Office. In providing its services, the Online Counter utilises an electronic
registration system specifically designed for applicants wishing to submit their
documents via a representative. Problems arise when there is a backlog of documents at
the Online Service Counter, which affects the effectiveness of the service. The aim of this
study is to implement a risk management strategy based on the Ministry of Agrarian
Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Regulation No. 1 of 2026 to
address the problems encountered at the Online Service Counter.

This study utilises a mixed-methods approach; the data required for this research
is sourced from interviews for qualitative data and the online counter’s document
control tables for quantitative data. The final outcome of this study will consist of
recommendations based on a SWOT analysis.

The research findings indicate two categories of risk at the online counter:
Human Resources risk and Technology risk. Control measures have been implemented
to address these risks. As a result, the level of one risk category—Human Resources
risk—has been successfully reduced; however, the level of Technology risk has not
decreased. Based on the SWOT analysis, the recommendation —which can be
implemented immediately —is to draft written Standard Operating Procedures (SOPs),

as the online service desk previously lacked written SOPs for the verification stage.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan antara
penyelenggara pelayanan dengan masyarakat. Bentuk pelayanan publik sesuai
dengan yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009
salah satunya merupakan pelayanan administratif. Pelayanan administratif
merupakan sebuah bentuk pelayanan output-nya berupa dokumen legal atas
sebuah status, kepemilikan, atau penguasaan terhadap sesuatu yang diperlukan
masyarakat (Anugra et al.,, 2021). Kementerian ATR/BPN selaku lembaga yang
memiliki peranan menjalankan tugas pemerintahan di bidang pertanahan yang
sesuai peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia merupakan salah satu
penyelenggara pelayanan publik dalam bidang administratif seperti pengukuran
bidang tanah, pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data pertanahan,
pencatatan informasi bidang tanah, pengaturan dan penataan pertanahan, serta
pengaduan. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, kantor pertanahan harus
memerhatikan kualitas pelayanan karena hal tersebut menjadi tolok ukur
bagaimana efektivitas dan efisiennya suatu kantor pertanahan dalam memberikan
pelayanan dan kepuasan yang optimal kepada masyarakat (Suprayitno et al., 2024).

Mendukung pelaksanaan pelayanan publik pada kantor pertanahan, maka
dalam instruksi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2010
pada Pasal 1 ayat (1) mengamanatkan bahwa di setiap kantor pertanahan harus
dilengkapi loket pelayanan yang berfungsi salah satunya memberikan pelayanan
administrasi sebagai mana tertulis pada Pasal 1 ayat (2). Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman adalah penyelenggara pelayanan publik dalam bidang
pertanahan melalui loket yang telah disediakan. Loket penyerahan berkas
merupakan salah satu loket yang disediakan untuk masyarakat menyerahkan
dokumen atau berkas permohonan yang diperlukan untuk selanjutnya diperiksa
kelengkapannya sebelum berkas permohonan mulai dijalankan.

Loket Online merupakan salah satu loket pelayanan yang disediakan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk mendaftarkan berkas oleh bukan yang
bersangkutan langsung, baik menggunakan jasa notaris/PPAT maupun orang lain
yang diberikan kuasa. Jumlah permohonan yang didaftarkan pada loket Online

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dari periode Bulan Februari sampai dengan
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Bulan Juli berdasarkan kendali berkas masuk adalah sebanyak 4.648 berkas, dengan
permohonan masuk paling tinggi pada Bulan Juli sebanyak 985 berkas, dan
permohonan masuk paling rendah pada Bulan Februari sebanyak 526 berkas.

Ramainya pendaftaran permohonan di loket Online Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman tentunya akan menimbulkan permasalahan. Dikutip dari
KOMPAS.com, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN, Nusron Wahid
dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Upgrading Ikatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (IPPAT) yang dilaksanakan di Manado pada tanggal 18 Agustus 2025,
menyampaikan bahwa masalah utama dalam layanan salah satunya adalah
lamanya proses pelayanan (Laksono, 2025). Tidak terkecuali Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman yang merupakan penyelenggara layanan pertanahan juga
mengalami permasalahan tersebut, pada bagian loket Online lambatnya proses
pelayanan menjadi perihal yang dapat disorot. Hal ini dibuktikan melalui pra
penelitian yang sudah dilakukan, yaitu dengan adanya pendaftaran berkas
permohonan pemeliharaan data secara rutin melalui loket Online selama Bulan
Februari, meskipun kebijakan inventarisasi berkas secara Online baru mulai
diterapkan pada tanggal 3 Maret 2025. Kebijakan inventarisasi berkas secara Online
ini merupakan kebijakan yang baru pertama kali dilaksanakan setelah adanya
mutasi pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Sebelum diterapkannya inventarisasi berkas masuk secara Online, loket
Online di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman masih mengandalkan pencatatan
manual melalui buku masuk berkas dan buku keluar berkas. Hal tersebut dirasa
memiliki banyak kelemahan diantaranya tidak semua pemohon yang
mendaftarkan atau mengambil kembali berkasnya mencatat kegiatannya pada
buku masuk atau buku keluar. Keterbatasan halaman pada buku sehingga
diperlukan pergantian buku masuk setiap beberapa periode tertentu, akibatnya
akan sulit dalam melakukan tracking berkas apabila sewaktu-waktu diperlukan.
Kelemahan terakhir adalah terkadang kegiatan yang dicatatkan oleh pemohon
sering kali tidak sesuai, seperti salah dalam menuliskan jenis permohonan, salah
dalam menuliskan nomor hak dan jenis hak, dan salah dalam menuliskan kode
map, hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan oleh petugas loket apabila
perlu mencari informasi berkas apabila bila diperlukan kedepannya. Melalui
kebijakan inventarisasi berkas secara Online beberapa kelemahan tersebut sudah
bisa diatasi karena inputnya dilakukan oleh petugas loket. Pemberlakuan

inventarisasi berkas secara Online bukan berarti menghapus inventarisasi berkas



menggunakan buku, keduanya digunakan bersamaan sehingga pihak pemohon
memiliki bukti mencatatkan kegiatan melalui buku, dan pihak petugas loket
memiliki bukti pencatatan kegiatan secara Online.

Setelah diterapkan inventarisasi berkas secara Online dapat diketahui bahwa
loket Online di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman ternyata memiliki banyak
tunggakan berkas pendaftaran pemeliharaan data. Proses inventarisasi yang dapat
dikatakan terlambat serta lamanya proses pelayanan akan berdampak pada
layanan publik di Kantor pertanahan Kabupaten Sleman.

Standar waktu penyelesaian berkas sebenarnya sudah ditentukan di dalam
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 tentang standar
pelayanan dan pengaturan pertanahan untuk menghindari mal administrasi pada
pelayanan (Istigomah et al., 2022). Namun fakta lapangan menunjukkan
pelaksanaan pelayanan pertanahan belum sesuai dengan ketentuan dikarenakan
banyaknya pendaftaran permohonan tidak sebanding dengan sumber daya
manusia yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Membludaknya permohonan yang tidak sebanding dengan sumber daya
manusia yang dimiliki akhirnya membuat waktu pelayanan yang seharusnya
ditutup pada pukul 15.00 WIB, menjadi terlambat 30 sampai dengan 60 menit
dikarenakan nomor antrean untuk loket Online belum habis. Berkaitan dengan hal
tersebut otomatis jumlah berkas masuk per hari di loket Online juga ikut
membludak sehingga menyebabkan lebih banyak lagi tunggakan berkas.
Permasalahan tersebut sudah pernah disiasati dengan memberlakukan
penjadwalan bagi PPAT untuk mendaftarkan berkas. Hasilnya setelah diterapkan
kebijakan tersebut, ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan. Waktu
pelayanan yang sebelumnya sering mengalami kemunduran, setelah kebijakan
tersebut diterapkan menjadi lebih tepat waktu. Namun untuk jumlah berkas masuk
per hari di loket Online tidak mengalami penurunan.

Mengingat bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman merupakan
penyelenggara pelayanan publik di bidang pertanahan, maka kualitas pelayanan
menjadi salah satu sorotan penting bagaimana sebuah kantor pertanahan dapat
menyelenggarakan Good Governance dengan memaksimalkan pelayanan publiknya.
Tunggakan berkas menjadi permasalahan utama dalam penyelenggaraan
pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang menimbulkan
permasalahan hingga akhirnya berdampak kepada kepuasan para pemohon

terhadap pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Penelitian ini



menjadi penting karena akan membahas permasalahan-permasalahan yang
berpotensi menghambat pelayanan publik, dampaknya terhadap Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman, serta kebijakan apa yang diambil untuk mengatasi
permasalahan tersebut. Oleh karena judul yang dipilih oleh peneliti untuk
merepresentasikan tujuan penelitian tersebut adalah “Pengelolaan Risiko Dalam
Mengatasi Tunggakan Berkas Permohonan Pemeliharaan Data Rutin Di Loket

Online Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan penelitian yang telah dipaparkan pada latar
belakang diatas mengenai, terdapat beberapa rumusan masalah pada penelitian ini,
antara lain :

1. Bagaimana alur pelayanan pendaftaran berkas pemeliharaan data
melalui loket Online yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?

2. Apa saja hambatan atau permasalahan yang terdapat di loket Online
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?

3. Bagaimana pengelolaan risiko pada loket Online Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman?

4. Bagaimana strategi pengelolaan terhadap risiko untuk mengatasi

permasalahan tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

a. Mengurai dan menganalisis alur pelayanan pendaftaran berkas
permohonan pemeliharaan data melalui loket Online di Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman.

b. Mengidentifikasi hambatan atau permasalahan yang terjadi pada
pelayanan melalui loket Online di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

c. Menilai pelaksanaan pengelolaan terhadap risiko yang telah diterapkan
pada loket Online Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

d. Merumuskan strategi yang sesuai terhadap pengelolaan risiko yang
efektif untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada loket Online

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.



2. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat baik

secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

a.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan mengenai kajian

manajemen risiko pada sektor pelayanan publik, khususnya pada

pelayanan administrasi pertanahan di loket Online Kantor Pertanahan

Kabupaten Sleman. Selain itu penelitian ini dapat memperbanyak

literatur mengenai korelasi antara beban permohonan, keterbatasan

sumber daya, yang pada akhirnya menyebabkan tunggakan berkas dan

berdampak kepada kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat.

Manfaat Praktis

1)

2)

3)

Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

Bahan evaluasi untuk mengoptimalkan alur pelayanan, pengelolaan
tunggakan, dan penataan SDM pada loket Online sehingga layanan
yang disediakan sesuai dengan standar dan menekan tunggakan
berkas.

Bagi Pemohon

Memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi yang dapat
menjadi hambatan dalam proses pendaftaran berkas rutin pada loket
Online di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman serta upaya
perbaikan yang dilakukan, sehingga meningkatkan ketepatan dan
transparansi pelayanan.

Bagi Peneliti

Menjadikan studi kasus empiris yang dapat dijadikan sebagai
rujukan dalam penyusunan pada penelitian, atau program
peningkatan kapasitas yang terkait dengan manajemen risiko

pelayanan publik.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada loket Online di Kantor

Pertanahan Kabupaten Sleman, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alur pendaftaran tanah melalui sistem elektronik yang diterapkan di Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman melalui loket Online memiliki perebedaan alur
dengan Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 yang masih berlaku. Perbedaan
utamanya terletak pada proses verifikasi dan penyerahan dokumen. Menurut
Peraturan tersebut pemohon diminta menyerahkan berkas secara Online
terlebih dahulu, kemudian baru menyerahkan berkas fisik setelah terverifikasi
oleh sistem elektronik. Sedangkan pada di loket Online antara berksa fisik dan
berkas Online diserahkan secara bersamaan. Perbedaan ini merupakan bentuk
dari adaptasi dari petugas loket Online karena cara tersebut dianggap lebih
efisien dalam melaksanakan pelayanan.

2. Hambatan serta permsalahan utama yang terjadi pada loket Online disebabkan
oleh dua hal yaitu kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia dan terjadinya
gangguan sistem pada saat pelayanan. Tingginya permohonan, kurangnya
jumlah petugas, adanya petugas yang merangkap jabatan, serta sistem yang
selalu mengalami gangguan tiga hingga empat jam perhari sangat
mempengaruhi efektivitas dan kualitas pelayanan yang terdapat di loket Online
karena pelaynan menjadi tidak optimal.

3. Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2026, permaslahan uanh
terdapat di loket Online dapat dikategorika sebagai Kategori Risiko Sumber
Daya Manusia, dan Risiko Teknologi. Dalam menghadapi risiko SDM upaya
pengendalian yang telah dilakukan kantor pertanahan antara lain menambah
jam kerja, dan monotoring evaluasi secara rutin. Hasilnya berdasarkan analisis
risiko yang mengacu pada Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2026, sebelum
adanya pengendalian didapatkan level risiko untuk kategori Risiko SDM adalah
sangat tinggi, setelah adanya pengendalian level tersebut turun menjadi sedang.
Sedangkan untuk Kategori Risiko Teknologi, upaya pengendalianya meliputi
pelaporan kepada tim IT apabila terjadi gangguan sistem, optimalisasi
pekerjaan saat sistem stabil, dan menyelesaikan pekerjaan diluar jam

operasional. Sayangnya menurut analisis risiko, level dari risiko teknologi yang
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sebelumnya kategori level risiko sangat tinggi, setelah dilakukan adanya upaya
pengendalian, level risikonya tidak berubah, masih pada kategori level risiko
sangat tinggi.

4. Strategi pengelolaan risiko yang direkomendasikan berdasarkan opsi perlakuan
risiko adalah mitigasi risiko untuk risiko yang berkaitan dengan sumber daya
manusia (SDM) serta penerimaan risiko (risk acceptance) untuk risiko teknologi.
Strategi tersebut dirumuskan melalui analisis SWOT guna mengatasi
permasalahan yang ada serta mengendalikan sisa risiko (residual risk) yang
masih tersisa setelah pelaksanaan upaya pengendalian. Adapun strategi yang
dihasilkan adalah Optimalisasi monitoring dan evaluasi KKP guna
meminimalkan tunggakan berkas dan kesalahan administrasi, Penyusunan SOP
tertulis yang selaras dengan alur pelayanan digital untuk menstandarkan
proses kerja, Optimalisasi sistem KKP untuk meningkatkan efisiensi pelayanan
dan mengompensasi keterbatasan SDM, Penerapan prosedur pelayanan
manual saat terjadi gangguan server untuk menjaga keberlangsungan
pelayanan, Penguatan kapasitas pegawai dalam mengantisipasi perubahan
regulasi melalui sosialisasi, dan Penyesuaian SOP terhadap perubahan regulasi

guna menjamin kepatuhan pelayanan.

B. Saran

Adanya peraturan terkait manajemen risiko yang di khususkan kepada
lingkup Kementerian ATR/BPN menjadikan tiap instansi yang berada dibawah
naungan kementerian tersebut diharapkan untuk menerapkan proses manajemen
risiko. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya dampak dari masalah -
masalah yang memiliki potensi merugikan instansi. Dalam penelitian ini
manajemen risiko berusaha diterapkan dalam mengatasi permasalahan yang
terdapat di loket Online Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, berdasarkan dengan
penerapan risk register dan analisis SWOT maka terdapat beberapa saran yang

harapannya dapat diterapkan kedepannya oleh pemangku kebijakan.

Penyusunan dan penetapan SOP dalam pelayanan khusus pada loket Online
dapat menjadi langkah awal yang dapat dilakukan. SOP dapat dijadikan sebagai
dasar atau acuan dalam melakukan pelayanan, baik dari alur proses pelayanan
yang dilakukan, sampai dengan tenggang waktu yang dibutuhkan dalam proses
pelayanan. Selain itu adanya SOP juga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja

serta memberikan transparansi kepada masyarakat. Selain itu penambahan jumlah
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pegawai juga dapat dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan tunggakan
berkas, sehingga tidak perlu ada lagi penambahan jam kerja diluar waktu
operasional yang perlu dilakukan oleh petugas. Langkah ini dapat dilakukan untuk
mencegah bila sewaktu - waktu terjadi lonjakan berkas yang tidak dapat
diperkirakan, selain itu juga dapat menambah efisiensi kegiatan pelayanan.

Mengalihkan sementara proses verifikasi saat sedang terjadi gangguan sistem
juga dapat dijadikan salah satu langkah penyelesaian. Seperti yang diketahui dalam
sistem elektronik verifikasi dilakukan secara fisik dan Online, disaat sistem sedang
mengalami gangguan, petugas dapat terlebih dahulu menyelesaikan verifikasi
secara fisik, sekiranya dirasa server pada sistem sudah tidak terlalu sibuk, dapat
dilanjutkan dengan melakukan verifikasi secara Online. Langkah ini dapat
meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu sehingga dipastikan tidak ada waktu
yang terbuang dalam waktu pelayanan.

Langkah - langkah yang menjadi rekomendasi tersebut optimalnya
direalisasikan atau dilaksanakan untuk menghindari risiko - risiko yang dimiliki,
dan kurang optimal apabila dilakukan setelah dampak dari risiko tersebut mulai
dirasakan, karena tujuannya utamanya adalah untuk mencegah dampak risiko
yang ada.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya melihat faktor - faktor yang
menyebabkan risiko pada permasalahan tunggakan berkas dari sisi Kantor
Pertanahan. Untuk penelitian selanjutnya dapat ditambahkan faktor - faktor yang
memengaruhi tunggakan berkas yang faktornya bersumber dari kantor pertanahan.
Hal tersebut diharapkan dapat melengkapi penelitian ini sehingga memiliki dua
sudut pandang, sehingga pandangan pembaca menjadi lebih luas dan solusi - solusi

yang dihasilkan dapat lebih baik.
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